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Anggaran Infrastruktur Miniry
Pembangunan Tabanan

7TtI '\rarerancam stagnan
Tabanan (tsali Post)
,, Yioi-t{a. anggaran infrastruktur di Kabupaten Tabanan terancam stagnan.tlal ini makin menglhawatirtakn mengi_ngat potensi Pendapat-an a"iiiii"r"l(PAD) tidak bisa ditingkatkan secara *itfr'nir. fiil;;;b;h;;" -f.u-ijit""
umum APBD (xu. e) aan tFt"," pe n ggunaa''-a'' gg1";;sementara (ppAs) 2 0 1 6,potensi PAD dari tahun 2015 hanya meningkati-etit"" np z miliar. Semln-t"".di sisi lain APBD Tabanan tahun 2016 akan aiu"U""Tr"dl alokasi untuk danadesa sesuai amanat UU Desa.

KetuaDPRD Tabananyang
juga Ketua Banggar I Ketut
'Boping' Suryadi mengakui,
pembangunan di tahun 2016
tidak jauh berbeda dari tahun
2015. Ini dikarenakan, penda-
patan daerah untuk membiayai
pembangrrnan tidak mengalami
kenaikan yang signifikan. Ta-
hun 2015 jumlah PAD hanya
Rp 243,78 miliar lebih. Se-
dangkan tahun 2016 poteusi'
penambahannya hanya sekitar
Rp 7 miliar menjadi sekitar Rp
250 miliar lebih.

'Melihat kondisi tersebut,
politisi PDI-P asal Bajera ini
mengaku sulit bagi daerah

Iumbung Beras Bali ini untuk
bisa melaku-kan pembangunan
karena minimnya dana.'Kami
harap anggaran dari pusat
bisa lebih banyak untuk pem-
bangunan baik berupa DAK
maupun DAU." katanya. bel'-
l€lma ltu,

Ia mengatakan sampai saat
ini angka DAK maupun DAU
termasuk BKKbaik pusat mau-
pun provinsi belum diketahui.
"Presiden baru menyampgilral
nota keuangan APBN tahun
2016 ke DPR RI 16 Agustus
mendatang. Sementara pemba-
hasan kami hanya pada potensi
peningkatan pendapatan asli

daerah saja, belum bisa bicara
Yang }ain " r'ngk4pnya.

Jika pemerintah pusat telah
menyampaikan nota keuangan
barulah nantinya di daeiah
psmiliki gambaran DAU, DAK
maupun BKK yarg akan diteri-
ma.'Dari sana baru ditakulran
penyesiraian anggaran dalam
pembahasan RAPBD 201.6,"
ucapnya.

Saat ini, DPRD Tabanan
berkonsentrasi membahas sek-
tor pendapatan daerah. Balrlan
seluruh anggota Banggar juga
telah turun ke objek wisata
yang menjadi penghasil PAD
bagiTabanan. (kmb2S)
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membang,un Radung. saya ingin fuung.pastrkan.berjalan lancar sesuai -Teikait 
RSUD Baduns, pori_

rencana." ielasnva. gtingsir-piit ;s{;-il";##;Dari, sekian proyek yan_g di- i.ri filrrjur".Kan, crengan ram-geryot di wilayah Badung Utara, p""g"y; geauns p"v-ifl"" li"_sebagian besar orientasinya un- matis ida tempat khusus basituk pelayanan publik. MGahya t"[y;;;n Ar",ir"-s;d";u;?pembansunan eedung paviliun b"rd;i;. p;;^h*,;;il; rb;';
Nlangusada nSIJl nr8"ir!. f.""_ i"ili""v":ikan kamar VIp.tor Camat Menqwi. puskeima! I Vu'pi;;p""VrF. Sl*r.!l"iAbiansernal. pembangunanRKB. -u.vJltut -ampu ini juga luar
lyang kepala sekolah SD- No. 2 bi;;;. M;reka tidak p"ri"T"i"l_Blahkiulr, pembansunan.kantor U"jil. i"gi f" g"a""s J"b"[[lJaCamat.Petang. d^l pembangrl- p;;;l;&" canggih, UGD dannan gedtmg_Klinik Ibu dan Anak pendukung f"i"'"v. h "it;. 

--"
Puskesmas petans I. serta pem_ Su.urr-kt 

"r.r'.1 
f""i"j' Ca"bang'nan saluran irieasi d_i,sirUat e.g""gl .""1s puuiU;-i; jiiiTangklb Mengwi. Hanya ada satu uiun"-. r-r, oantu masyaraka tproyek penambahan destinasi y""J tiaut _"_p; F;;;;;,wisata di Taman Mumbut Sanseh i.;;lj j;;i y.ng mampu ini akandar. gudang aset, ter.kait tira JG;;;;;" untuk mensubsidikelola pemerintahan di_Puspem. ;iJ^l"trl yang tidak mampu."Khusus objek Taman Urg"luf, "p;;if;; rnr Juga masuk pe-kapi harapkan tahun depan t;;;;;.'c".",i.ai"-iJt;tf;

sudah.bisa_jadi tambahan_desti_ ;t"-k';"""ka_mereka yansnasiwisatabarudiBadungUtara. -;;p". b";; ilil iiii ,vln;
sedangkan gedung arsrp. Kamr mampu ini utan dip"ffi'r',,i.,,fproyeksi-kan bisa meniadi teTpat -u.r",rb.idiv""g;;;;;**-.^khusus untuk .-"r,gurounkl. ;.;; dlg"ng sembari menye_aset-aset pemerintah vang. akan u"t["", aur-"* i,rrt,iiirlt"iii_dilelang. Sehingga tida-k adi kesan il;d;;;;""s kelembagaan danaset yang rkan dilelane ditel""F ;"";;;; RSUIT-B;d;;; ;k;;kan..Gud_angasetinikamisiapkan 5"i*, Jlil,it"" t" ninb-bl,]lengkapd*ngansarana-prasarSta dfig;";;idil;ii;ffiff:
dantempatlelangnya.'.paparGde juanl i.aCnel
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Bangun Pelayanan Publik hingga Tingkat Kecamatan

Gde Agung Pastikan Sebelum Purnatugas

Proyek APB D B eq alanLancar

PEMKAB Badung menjadi-
kan pelayanan publik sebagai
prioritas utama tahun 2015.
Terbukti, berbagai sarana-pras-
arana dan sumber daya manusia
(SDM) yang berkaitan langsung
dengan pelayanan publik, digen-
jot di akhir masa jabatan Bupati
Badung A.A. Gde Agung. Pe-
layanan publik yang dibangun,
tak hanya yang ada di pusat pe-
merintahan (Puspem) Badung,
namun juga tersebar hingga
ke masing-masing kecamatan.
Bahkan, semua kantor carnat di
Badung sekarang dibangun leng-
kap dengan gedung pelayanan.

Bupati Badung A.A. Gde
Agung saat meninjau proyek
fisik APBD Badung Tahun 2015,
Selasa (717)lalu, menyatakan ta-
hun ini sebagai tahun pelayanan.
Wujud konkretnya adalah den-
gan melengkapi seluruh gedung
pemerintah dengan sarana dan
prasarana pelayanan publik.
Misalnya di tingkat kecama-
tan, dengan mgmbangun kantor
camat lengkap dengan gedung
pelayanpn untuk Paten, pengu-
rusan KTP dan kartu keluarga.
Gedung-gedung pelayanan ini
bahkan sengaja dibangun terpi-
sah dengan bangunan kantor ca-
mat agar bidang pelayanan bisa

lebih fokus. "Orientasi proyek
kita. khusus di Badung Utara ta-
hun ini adalah untuk pelayanan
publik," tegas Gde Agung.

Untuk memastikan proyek
pemer.intah berjalan lancar
dan sesuai rencana, Gde Agung
bersama pimpinan SKPD Ba-
dung. Selasa lalu meninjau
Iangsung proyek-proyek yang
ada di Badung Utara. Sedikitnya
ada semfrilan proyek fisik y4ng
diparrtau satu per satu oleh Gde

Agung. Menurut Gde Agung, pe-
mantauan ini penting untuk me-
monitor perkembangan proyek,
sekaligus melakukan evaluasi
terhadap hasil pekerjaan reka-
nan di lapangan. Ia ingin me-
mastikan, sebelum purnatugas
pada 5 Agustus nanti. semua
proyek yang memakai uapg
rakyat Badung berjalan denfan
baik. 'tIni adalah pemantauan
di akhir masa jabatan saya.
Niat saya, semangat saya untuk

MENINJAU - Bupati Bad,ung A.A. Gde Agung meninjau
proyeh fisih APBD Bod.ung Tahun 2015, Selasa (7/7) lalu.

-
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Kasus Korupsi Proyek IHDN Denpasar Ber:lanjut

PPK Pengadaan Barang
Duebloskan ke Lapas Kerobokan

Denpasar (Bali Post) -
Kasus korupsi proyek pen-

gadaan 14 item barang di In-
stitut Hindu Dharma Negeri
(IHDN) Denpasar, ternyata
berlanjut. Setelah mengadili
Prof. Dr. I Made Titib, Dr.
Praptini, Ni Putu Indra Mari-
tin, I Wayan Sudiasa dan I
Nyoman Sueca, Kejaksaan
Tinggi tKejati) Bali kini me-
netapkan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) I Putu Su-
karsana sebagai tersangka.
Bahkan, Rabu (8/7) kemarin
tersangka langsung dijeblos-
kan ke Lapas Kerobokan.

Hal itu dibenarkan Aspidsus
Kejati Bali Erna Normawati
'iVdodo Putri, Rabu kemarin.
Dika',alannya, penahanan Su-

karsana merupakan pengem-
bangan kasus dari fakta yang
diperoleh dalam sidang sebel-
umnya di Pengadilan Tipikor
Denpasar. Dalam proyek ini,
keuangan negara dirugikan
sebesar Rp 4,8 miliar. Dengan
ditahannya PPK itu. artinya
dalam waktu dekat akan di-
lakukan pelimpahan tahap II.

Menurut Aspidsus, berkas
perkara kasus ini akan segera
dilakukan pra-penuntutan
(pratut). Apabila hasil pratut-
nya sudah dinyatakan leng-
kap atau P-21 oleh jaksa pe-
nelitinya, maka akan segera .

dilimpahkan ke pengadilan
Tipikor Denpasar.

Disinggung soal kasus dana
punia yang menetapkan Prof.

Made Titib dan Praptini seba-
gai tersangka, Aspidsus Erna
mengatakan, kasus itu masih
dalam proses pemberkasan,
Jika proses tersebut sudah
selesai dan jika berkas su-
dah dinyatakan lengkap,
maka akan seger.a dilakukan
pelimpahan ke Pengadilan
Tipikor Denpasar.

Sebelumnya, lim4 terpi-
dana diajukan ke persidangan
dalam kasus korupsi proyek
di IHDN Denpasar. Mereka
adalah mantan Rektor IHDN
Prof. Dr. I Made fitib. mantan
PR II IHDN Dr. Praptini. re-
kanan Ni Putu Indra Maritin
dan I Wayan Sudiasa serta I
Nyoman Sueca selaku Kasubag
Perencanaan IHDN. (kmb37)
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Kejati Bidik Tiga Dugaan ,/
Korlpsi di Biro Kesra pemprov

Denpasar (""tt oo"1l :,^'^ yelvikSni du.e3a1 pe-nyim- dengan pola wawancara,,,
0""?'i:"'",rl"ini ;ii.1-J:l panga"itu,"'a"rr.ait6Jiiti" .'J-t.,,,e pria asal yogya-

Frtq:""i,,i ;&;ii.j.""'; lli?1,[#ji],ffa;*,iffiil 
*tlil;" 

".J;;;;_Jembatan shortcut dan re- KesrapemprovB_ari-Tiga-ite_ yaig dimintai keterangan,klameDenpasaryangdihenti -"" a"sui" penyiTp-a-ngan Ashari belum mau memb"_kan sementara karena belum dimaksuld vu.rg t"iurt?iiui"- il";...soalnama-nama. ian-ditemukan adanva ner,bua- t u" p"r,auiu 4-"1-"h i'"i"rrs g"" a"r". yang jeras, kitasu-tan melawan hukum^(pMHr. F""ilel"1";" K;l;;;;;;ffi Flii m,nta keteransan secaradiam-diam Kejaksaan'Ting;i s;;;;;A; pru.^"u.,u,'pJr-- il;". Kita lakukan wawan_(Kejati)Balimembidiksgjum- ingkatan 
"p^."ru ariiiii- ."il,"ru*u.rngAshari.lah kasus di Pemprov Bari. yl" a"y, pJ*rurrg^rr, ui-[- --]*nfo"masi 

lainnya,Setidaknya, ada tisa elemen ingan dan ["*tri.run tiJrrp terk"uaknya kasus terseiutdugaan korupsi vane sedang r"?"gr-r. p;^h;i, il;;il;;; ;;;" dari temuan BpKp.dilakukan pengumpila".drt4 l"_;dgb"ti;n, yang'"-edang trl"t^irrt urr, berdasarkan lapo_(puldata). semuanva ada di aitid* itu semuarry"a ai ni"6 ,urr--.u.yu"akat yang men-Biro Kesra pemprov Bali. K;;;;it;; 2 0r4- - .itig", 
"au.rva 

penyimpanganKasipenkum Humas Kejati ., Disingg;ng soal pemer- ;;Bi"" Kesra pemprov Bari.Bali Ashari Kurniawan;ring iks.aan iiil.l""tu" berka. -- 
soalpotensikerusianneea-dimintai konfirmasi, Rabu y_arrg sudah disita,- A;h;;; ,","p1;t 6r;6#ffi'oifi;(8/7) kemarin, membenarkan k";i";;; -""elil"duri "ini-u-r""itan keteransan.pihak kejaksaan sedans rnem- bagian intqij""""d.n **p"i t^-"g :"G"#ffi;.;ffi':;;bidik tiga perkara dugaan daiang t 

" 
gi"o.x"r"r. s;il;: guiu., t r.rggu mliaran rupiah,,,penyimpangan di Biro Kesra lah pigawai ai ."".-..iJ^rt 3Jtili".r-r,""kejaksaan.Pemprov Bali. 'Ya. memang armint-ar teterangan gu-na Ashari yang dimintai kon_benar ada laporan seperti mengumpulku" rui"" i'nro"- firmasi hal ini, berum mauitu' Dan, tim dari intelijen pr.il "ndu"tapa pihak sudah -urrri""it a' komentar seiauhsudah melakukan puldaia," dinintait 
"t"iu"s"". Karena it".-"K^il;1"i,'"ili.iir. iffirkatanya, kemarin. tn. baru p1r1a"tr,L.q5q pg;g: nirl.ruf, nanti.d.ulu,,,katanyaBahkan,lanjutnya,'ntuk grlian r"ro"masi afuk;k-u.,, i^gi.'tt-tsz)
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Mabes Polri Limpahkarl
Kasus "Mark-I-Ip" BP3TKI Bali' 

Kerugian Negara Diduga Capai Rp 2 Miliar

Denpashr (Bali Post) -
Penyidik dari Tim Tipikor Mabes Polri

di bawah komando AKBP Aneke Wi-
cano, Rabu (8/7) kemarin melimpahkan
berkas dan tersangka dugaan korupsi
atan ntarh'-ttp pengadaan tanah di kan-
tor Balai Pelayanan Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BP3TKI) Bali. Dua dari empat ter-
sangka ikut digiring polisi ke Kejaksaan
Negeri (Kejari) Denpasar. Mereka adalah
tersangka Wayan Pageh dan Prio Adi
Santoso.

AKBP Aneke yang ditemui usai pe-
Iimpahan mengat.akan, memang dalam
perkara yang merugikan keuangan
negara hingga Rp 2 miliar lebih itu men-
etapkan empat orang sebagai tersangka.
"Namunyang kami limpahkan untuk dua
tersangka. Dua tersangka lagi sedang da-

lam proses dan dilimpahkan (ditangani)
ke Polda Bali," jelas Polwan ini.

Dijelaskannya, perkara ini adalah
mark-up pengadaan tanah. Tersangka
Wayan Pageh yang merupakan Kepala
Badan di BPSTKI Bali da$m proyek
pengadaan ini berkedudukdn sebagai
KPA (Kuasa Pengguna Amggaran).
"Sedangkan Pak Prio sebagai PPK atau
Pejabat Pembuat Komitmen." sebutnya.
Prio sendiri di BPSTKI Bali menjabat
sebagai Kabag TU. Sedangkan tersangka
dua orang yang dilimpahkan penyidikan-
nya ke Polda Bali adalah pemilik lahan
dan ketua panitia pengadaan tahun
2013. Paramartha adalah pemilik tanah
dan Trusdi merupakan ketua pengadaan
tanah. Modus yang dilakukan adalah
ntarh-up harga, yakni dari total harga
Rp 5 miliar menjadi sekitar Rp 7 mil-

iar. "Luas tanahnya 400 r:teter," sebut
polisi.

Kasipidsus Kejari Denpasar Wayan
Sutarjana membenarkan bahwa
pihaknya telah menerima pelimpahan
tahap II dari Mabes Polri terkait kasus
BP3TKI Bali. Kedua tersangka akan
.dititipkan di Lapas Kerobokan, yang
sebelumnya ditahan di Mabes Polri.

Pantauan di kejaksaan, Wayan Pageh
tampak bingung atas kejadian ini.
Apalagi saat wartawan datang untuk
mengambil gambarnya. Sebelum kasus
ini dilimpahkan ke kejaksaan, Februari
2015 lalu, Mabes Polri sempat melaku-
kan penggeledahan di kantor BPSTKI
Bali di Jalan Danau Tempe, Denpasar.
Pihak penyidik mencari dokumen, kar-
ena ada dugaan penggelembungan harga
sekitar Rp 2 miliar lebih. (kmb37)
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Pembuatan Beton di Eks Galian C

Mas y ilr nkat Pertanyakan

Komitmen Bupilti
Semarapura (Bali post) -

Keberadaan provek_pembuatan beton.4i eks galian c Gunaksa meresahkanmasvarakat sekitar. Proyek yang-dimittti p"i""iii;iir'sirr", Bali tersebutberoperasi cliam-diam tanpa ;ddy; ;"sialisasi.. Masyarakat pun memperta-nyakan keberadaan proyek yarg;*irL beroperasi 
"".rrirrgg,, 

raru itu. Mengingatkeberadaan pembuaittt uuttn-Eiil;; 
"_Ll 

g^lir""c;ffii ditindak tega! olehPemkab Klunekuns. e"p"1iiir"ril,iig r Nir-"" b;;i;;" pun diminta tidaktebang pilih dilam-menegaka" ;;";;:
KadusBanjarPatuspuvu.r isasi. "Masyarakat mengira pol pp pemkab Klunskungsudiarnameng^kuirel.hmen- ;k";,;;;;;u""t"o p.iiuJ ili"r,'g_grt."belumnyaBupa?ierimalaporand,rimasvarakat o;. t^nii"""r;;il;;-;;l iii',ii*o"ng membuat suratterkait hal ini' Menuiutnya, tanbetonitn*""a".Jri.ri"is 

"a'J*" untuk menghentikanaktivitas pembuatan-r"tgti *"r"ry^t^tri,"ujarnya,Rabu 
99gala aktivitas iane adayang masuk wilavah Banjar (SlZ) L"-";".- - al -ut" galian C. Tentu saja,Patus, Desa Gunaksa ters^ebut '" F;;+';.".qtuatanleton lii[^, surat edaran tersebutsudah dilaksanakan sejak va.rg ada.dr s;;;i-iii"f' ffiJia"atat tidak berani lagiseminggu lalu' Pilraknva Te- i""""-tnt.u*pai suit i* ti.ilk ilJrJt,rt"r, kegiatan di bekis

ffinffi:lH;fj'#'trJ;:::iJ: lillltil**I#ii','3+ iJ;T;' penambangan pasirdilakukantanpaadanv.sosiar- il;;;tb;;Tiff'#i';i'ff: i""?',ir6::Tj"1llil#'iJ:
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.ETON - Proyeh p embuattn beton di ehs galian C Gunaksa meresahftan masyarahat sehitar, Proyeh yang mosuh wilayah Banjar Patus, Desa
iunahsa terlebut sud,ah dilahsonakan sejah seminggu lalu itu beroperaai d.iom-diam tanpa ado sosialieasi. Moqtarohat mendesah Bupati'lunghung menegahhan aturon eesuoi edoran yang d.iterbithan untuk menghentihan semua ahtivitas d.i galian C Klunghung.

sar bisa beroperasi dengan
leluasa. 'Ada mobil mix yang
beroperasi mengangkut ma-
terial ke tempat itu sudah
seminggu ini," bebernya.

Pihaknya pun meminta
aturan yang sudah ditetapkan
Bupati Klungkung I Nyoman
Suwirta agar ditindaklan-
juti dengan tegas. Jangan
sampai aturan yang sudah
dibuat tersebut hanya tegas
untuk masyarakat saja dan
ditoleransi kepada pengusaha
besar. Pihaknya memintd ke-
pada SKPD terkait agar tidak
tebang pilih dalam menegakan
aturan. "Seharusnya apa yang
menjadi keputusan ditegakan
sehingga tidak ada kesan

tebang pilih," bebernya-- 
ieikait dengan- "itirrl-tas pembuatan beton di eks

salian C tersebut, saat dikon-
hrmasi Bupati Klungkung I
Nyoman Suwirta mengaku
belum mendapatkan informasi
terkait hal itu. Meski begitu,
Bupati Suwirta akan segera
berkoordinasi dengan SatPol
PP Klungkung dan SKPD
terkait untuk menindaklan-
juti laporan dari qasyarakat
itu. "Satpol PP yang memi-
Iiki tanggung jawab untuk
menindaknya. SaYa akan
berkoordinasi dengan SKPD
terkait termasuk inengonfir-
masi langsung Sinar Bali,"
jelasnya. (dwa)

i+-
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Soal Bagi-bagi UP PBB

ari Didesilk
Segera

Tetapkan
TersLngka

Bangli (Bali Post) -
.Sejgmlqh warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bangli Peduli Pilkada

Bersih.(FMB-PPB)' &l!g (8/7) keme_rin mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari)
Bangli. Kedatan_gan FMB-PPB tersebut guna mendesak Kejari untuk sege-"a menetap-
kan tersaTgka dalam_k_3"E3..gaan penyimp-angan pe_ngelolaan upah pungut pajai
bumi dan bangunan (UP-PBB) yang tengah ditangani Jaksa saat ini.

Bahkan FMB-PPR juga
mendesak Kejari untuk s€gera
menuntaska,n kasus terrsebut
sebelum penetapan pasangan
calon Bupati Bangli oleh KPU
pada 27 Juli mendatang. Ketua
FMB-PPB Nyoman Alit Adiana,
S.H. dalam pernyataannya
mengatakan sejauh ini yang
diperiksa oleh Kejari baru seba-
tas pegawai dari Dispenda dan
beberapa pejabat saja

Padahal sesuai Keputusan
Bupati Bangli No.977153/2011,
ada sejumlah pejabat yang men-
erima upah pungut tersebut. Di
antaranya Bupati Bangli sebe-
sar 4 persen, Wakil Bupati 3,5
persen, Sekda 3 persen, Kepala
Dispenda 3 persen serta Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Prata-
ma Gianyar 1,85 persen. Selain
itu staf teknis yang menerima
upah pungut dengan bagian

antara 4 hingga 34,29 persen.
Upah pungut itu sempat

diterima sejumlah pejabat sebe-
lum akhirnya Bupati Bangli
mengeluarkan keputusan No.
937126412012 yang isinya ten-
tang pencabutan keputusan
bupati No. 937/153 l2ol1, ten-
tang alokasi pembaigian biaya
pemungutan PBB pertamban-
gan kepada pejabat dan staf
r;kgis operasional Dispenda/

Pasedahan Agung Bangli.
Karena disinyalir terjadi pe-

nyimpangan pengelolaan upah
pungut PBB itu, FMB-PPB pun
mendesak Kejari untuk segera
memeriksa pejabat terkait
yang menerima bagian upah
pungut. tersebut. FMB-PBB
juga meminta Kejari untuk
memproses kasus ini hingga
tuntas sampai ke akar-akarnya
serta sesegera mungkrn men-
etapkan tersangkanya. "Kami
juga meminta Kejari menun-
taskan kasus ini sebelum pen-
etapan pasangan calon Bupati
Bangli oleh KPU pada tanggal
27 Juli 2015. Sebab kami tidak
ingin ada pasangan calon Bu-

pati yang terindikasi dalam
kasus korupsi," terangnya.

Alit mengatakan sebenarnya
kasus serupa seperti ini sudah
sempat terjadi di Buleleng yang
menyebabkan mantan bupati
Buleleng Gede Bagiada serta pe-
jabat terkait lainya mendekam
di penjara. Dengan contoh itu
menurutnya tidak menutup
kemungkinan Bupati Bangli
juga bisa ditetapkan menjadi
tersangka sebagaimana hal-
nya mantan Bupati Buleleng
Bagiada. "Kami sangat mendu-
kung kinerja kejaksaan secara
independen, tanpa tekanan dari
penguasa di daerah Bangli saat
ini," imbuhnya. (kmb40)


